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Abstrak 

Anak merupakan generasi muda yang diharapkan sebagai salah satu penerus 

bangsa dalam hal untuk meneruskan eksistensi bangsa dan negara. Anak memiliki 

peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut 

dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.. 

Namun, kasus kekerasan terhadap anak justru kerap terjadi, dalam hal ini anak kerap 

kali menjadi korban kekerasan baik dari orang terdekatnya ataupun oleh orang lain. 

Dalam hal ini, anak dapat menjadi korban kekerasan baik dari orang tuanya ataupun 

dari teman sebayanya yang juga termasuk dalam golongan anak. Berdasarkan data 

yang didapat, kekerasan terhadap anak di Kota Bandung dapat dibilang cukup 

banyak. Dalam hal menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak, pihak kepolisian 

dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan baik secara preventif ataupun 

represif. Upaya penanggulangan secara preventif sendiri merupakan upaya untuk 

menanggulangi kejahatan sebelum kejahatan itu dilakukan, seperti halnya melakukan 

sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat ataupun ke instansi pendidikan seperti sekolah. 

Sedangkan upaya penanggulangan secara represif sendiri merupakan upaya 

penaggulangan setelah kejahatan itu terjadi. Terkait mekanisme upaya 

penanggulangan secara represif sejatinya diatur secara “text book” di dalam Kitab 

undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

Kata kunci:  

Kepolisian, Anak, Tindak Pidana kekerasan, Mekanisme penaggulangan Kejahatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Lembaga kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting dalam 

menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat sehingga menciptakan 

kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Dalam Pasal 30 ayat (4) 

Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: 

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 

mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. 

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara 

Republik Indonesia disebutkan bahwa: 

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di 

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat.” 

Pada dasarnya, setiap anak mempunyai hak untuk bertahan hidup, 

tumbuh dan berkembang, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan 

diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah bagian yang tak ternilai 

harganya dalam sebuah keluarga, oleh karena itu anak harus dijaga dengan 

baik. Bahwa mereka tumbuh dengan baik dan berkembang sesuai dengan 

yang diharapkan adalah tugas kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana 

memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang 

mendukung, cocok bagi orang tua untuk membimbing anaknya. Terkadang, 

terjadi kasus kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan fisik, seksual, 

mental. Sebagaimana kita ketahui, kasus kekerasan terhadap anak sering 

diberitakan di berbagai media, baik surat kabar, berita televisi, maupun media 

online lainnya. Oleh karena itu, orang tua hendaknya lebih memperhatikan 
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dan mengawasi anaknya dengan lebih efektif untuk menghindari hal-hal 

tersebut. 

Maka dari itu, anak harus dilindungi dari perilaku kekerasan yang 

berpotensi dialaminya. Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari   

kekerasan, eksploitasi dan pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang 

dewasa (termasuk pemerintah) berkewajiban melindungi mereka. Hal ini 

sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan 

Anak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak disebutkan,  

“bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” 

Menurut pernyataan tersebut, setiap orang baik orang tua, wali, 

ataupun guru di sekolah memberikan perlindungan dalam rangka untuk 

melindungi anak. Namun, belakangan ini, orang tua justru sering melupakan 

tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka seringkali tidak 

menyadari bahwa mereka telah berperilaku kekerasan terhadap anaknya. 

Bahkan ada orang tua yang tidak menyadari bahwa anak-anak mereka 

sebenarnya sedang mengalami perilaku kekerasan dari orang-orang di sekitar 

mereka. Kekerasan terhadap anak terkadang menjadi topik utama pemberitaan 

saat ini. 1 

Berdasarkan data yang diambil dari unit pelayanan perempuan dan 

anak (PPA) di Polrestabes Kota Bandung, dapat dilihat data mengenai 

kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Polrestabes Kota Bandung 

sebagai berikut: 

 

 
1 Uswatun Hasana, Santoso Tri Raharjo, PENANGANAN KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT, 
SOCIAL WORK JURNAL VOLUME: 6 NOMOR: 1, hlm. 81 
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Jenis kekerasan Jumlah 

 2020 2021 2022 2023 

Kekerasan Fisik 

dan Psikis 

30 23 21 43 

Penganiyaan  3  7 

Persetubuhan 22 14 22 23 

Pencabulan 30 22 19 30 

Pemerkosaan 27 12 16 5 

 

Dalam kasus kekerasan terhadap anak, pada dasarnya tidak hanya 

orang dewasa saja yang menjadi pelaku kekerasan, terkadang anak-anak juga 

berpotensi untuk melakukan kekerasan. Dalam konteks kekerasan terhadap 

anak, lembaga kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan kontrol 

terhadap para anak yang melakukan kekerasan. Dalam prakteknya, upaya 

penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara diproses secara hukum. 

Adapun dengan cara luar peradilan, yaitu diversi sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Anak 

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana” 

Proses diversi ini tentunya merupakan suatu upaya yang baik dilakukan, 

dimana proses diversi ini dilakukan dengan melalui musyawarah yang 

melibatkan pelaku dan korban serta orang tua/wali dari pihak yang berkonflik. 

Namun yang perlu diingat, proses diversi ini tidak dapat diterapkan di semua 

tindak pidana, adapun tindak pidana yang dapat ditempuh oleh proses diversi 

adalah tindak pidana yang disebut dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu: 

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau 

keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:  
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a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;  

b. tindak pidana ringan;  

c. tindak pidana tanpa korban; atau  

d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 

setempat. 

Anak merupakan generasi muda yang diharapkan sebagai salah satu 

penerus bangsa dalam hal untuk meneruskan eksistensi bangsa dan negara. 

Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara 

menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 

serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, 

kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi 

kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu 

ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan 

melindungi Anak.2  

Dalam membentuk karakter anak, diperlukan pembinaan dan 

pengawasan untuk membuat tumbuh kembang anak baik dan ideal secara 

fisik, mental, emosi, sosial, dan intelektual. Dalam melakukan pembinaan dan 

pengwasan tersebut, tentunya itu merupakan tanggung jawab utama dari orang 

tua. Selain itu, tenaga pengajar di instansi pendidikan seperti sekolah atau 

pesantren turut berperan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan 

kepada para anak. Oleh karena itu, pentingnya melakukan pembinaan 

terhadap para anak agar tumbuh kembang menjadi ideal. 

Adapun parameter seorang masih disebut sebagai anak dapat 

ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan. Dari segi hukum, 

parameter seseorang telah dianggap dewasa, salah satunya tertera di dalam 

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam 

ketentuan Pasal 1 angka 1 disebutkan: 

 
2 Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak 
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“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 

Sejalan dengan yang dikatakan di dalam Pasal 150 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru): 

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) 

tahun.” 

Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disebutkan parameter 

seorang anak dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa: 

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 

pidana.” 

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana, anak hanya dapat dimintai 

pertanggungjawaban apabila usianya genap berumur 14 tahun. Adapun anak 

yang berumur 12 tahun namun belum berumur 12 tahun dikenakan hukuman 

berupa tindakan, hal tersebut disebutkan di dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak: 

“Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai 

tindakan.” 

Hal Ini sejalan dengan sistem dua jalan (double track system), yang 

menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya pidana pokok, tetapi 

juga sanksi tindakan. Sistem dua jalan (double track system) menempatkan 

pidana pokok dan sanksi tindakan dalam keadaan setara. 3  Sehingga dapat 

diartikan bahwa sanksi tindakan sama pentingnya dengan pidana pokok. 

Adapun mengenai anak yang usianya di bawah 12 tahun tidak dapat dijatuhi 

pidana, disebutkan di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak: 

 
3 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 18 
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“Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan 

atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil 

keputusan untuk:  

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau  

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, 

dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di 

instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di 

tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.” 

Dalam hal ini, pertimbangan pembuat undang-undang dalam hal tidak 

menjatuhkan pidana kepada mereka yang belum berumur 12 tahun didasarkan 

pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang 

belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya.4 Adapun ancaman pidana yang 

dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum 

ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan Jika tindak pidana yang 

dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati 

atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 

81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak 

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, 

peran orang tua dan tenaga pengajar di sekolah sangat penting untuk 

memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan baik. Beberapa faktor, seperti 

lingkungan seseorang, dapat mempengaruhi karakter seorang anak; keluarga, 

misalnya, sangat mempengaruhi karakter seorang anak, karena orang tua 

memiliki peran penting dalam mengajarkan anak-anak mereka untuk 

mengikuti norma masyarakat. Untuk mencapai hal ini, orang tua harus 

memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka terkait keterampilan hidup 

(life skills) yang cukup dan memberikan dukungan penuh kepada para 

 
4 Lihat Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak 
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anak/remaja..5 Selain itu, Faktor dari teman sebaya atau peer group juga 

merupakan unsur esensial dalam pemebntukan karakter seorang anak. Teman 

sebaya merupakan unsur esensial karena keseharian anak biasanya dihabiskan 

bersama temannya, sehingga perilaku-perilaku baik yang positif atau negatif 

dari teman sebaya dapat mempengaruhi karakter dari seorang anak. 

 Kurangnya perhatian atau kontrol yang baik dari lingkungan terdekat, 

seperti halnya keluarga dan sekolah terkadang membuat para anak menjadi 

lebih “nakal” dibanding anak-anak seusia mereka. Terkadang mereka mencari 

pelarian lain ke arah yang negatif seperti tindakan-tindakan kriminal. Maka 

dari itu, hal yang harus diperhatikan dalam fenomena tindak pidana oleh anak 

ini adalah bagaimana mencari solusi yang ideal dari segala elemen 

masyarakat, baik orang tua, tenaga pengajar. Kenyataan ini mengindikasikan 

sekolah yang merupakan agent of change harus bertindak lebih progressive 

dalam mendidik generasi muda. Demikian pula diperlukan peran keluarga dan 

lingkungan yang sangat signifikan dalam membentuk karakter generasi 

muda.6 

Terkadang, para anak menjadi lebih "nakal" daripada anak-anak seusia 

mereka karena mereka tidak memiliki perhatian atau kontrol yang baik dari 

orang tua ataupun dari sekolah. Terkadang mereka mencari pelarian lain ke 

arah yang kurang baik atau negatif, seperti halnya melakukan tindakan 

kriminal. Jadi, dalam kasus tindak pidana oleh anak ini, semua pihak, 

termasuk orang tua dan tenaga pengajar, harus mencari cara terbaik untuk 

menyelesaikannya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sekolah sebagai 

penggerak perubahan harus lebih maju dalam mendidik generasi muda. Selain 

itu, keluarga dan lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam 

membentuk karakter generasi muda. 

 
5 Tri Ermayani, PEMBENTUKAN KARAKTER REMAJA MELALUI KETERAMPILAN HIDUP, Jurnal Pendidik 
an Karakter, Tahun V, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 128 
6 Warih Anjari, TAWURAN PELAJAR DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS, HUKUM PIDANA, DAN 

PENDIDIKAN, Jurnal Ilmiah Widya, 2012, hlm. 34 
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Para anak yang melakukan tindakan kekerasan ini, justru terkadang 

melakukannya kepada teman sebayanya, seperti halnya teman sekolah. Hal ini 

tentunya dapat membahayakan korban terlebih lagi dalam hal ini korban 

termasuk golongan yang belum dewasa. Bisa saja anak yang menjadi korban 

tindakan kekerasan ini mengalami trauma sehingga dapat berakibat buruk 

terhadap tumbuh kembang mental yang dimiliki oleh anak tersebut. 

      Dalam kaitannya mengenai penangglulangan kekerasan, polisi dapat 

melakukan upaya preventif dengan cara bekerja sama dengan lembaga-

lembaga masyarakat. Lembaga-lembaga masyarakat dapat memiliki fungsi 

antara lain:7 

1. Memberi pedoman kepada masyaraka untuk berperilaku dalam 

menghadapi masalah-masalah masyarakat. 

2. Menjaga keutuhan masyarakat. 

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat dalam hal 

pengendalian sosial. 

Seperti halnya peran instansi pendidikan, polisi dapat memberikan sosialisasi 

kepada para pelajar mengenai buruknya tindakan-tindakan kekerasan. Selain 

itu, fungsi lembaga sosial lain seperti halnya lembaga agama dapat membantu 

upaya Polri dalam hal menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh anak. 

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno (dalam Sosiologi Teks Pengantar 

dan Terapan) lembaga agama merupakan sumber nilai moral dan sosial dalam 

masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam agama dijadikan landasan 

utama dalam pembentukan sistem hukum dan kaidah sosial dalam masyarakat.  

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak ini kerap ditemukan di berbagai 

kota. Penulis sendiri berniat melakukan melakukan peneltian di salah satu 

kota di Indonesia, yaitu Kota Bandung. Maka dari itu berdasarkan latar 

belakang yang ada, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan 

 
7 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja wali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 80 
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judul “UPAYA KEPOLISIAN KOTA BANDUNG DALAM RANGKA 

MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG 

DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG BESERTA 

FAKTOR YANG MELATARBELAKANGINYA.” 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap 

anak di Kota Bandung? 

2. Apa upaya konkret Kepolisian Resor Kota Bandung dalam rangka 

menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota 

Bandung? 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kekerasan terhadap anak di kota Bandung.  

2. Untuk mengetahui apa saja upaya konkret Kepolisian Resor Kota 

Bandung dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan 

terhadap anak di kota Bandung. 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis. 

Agar hasil dari peneltitan ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

hukum, bagi mahasiswa fakultas hukum di Indonesia, dan yang paling 

penting adalah dapat berguna bagi penulis sendiri untuk belajar 

menulis karya ilmiah dan juga untuk mengetahui penganggulangan 

tindak pidana kekerasan oleh pihak kepolisian. 

2. Manfaar Praktis. 
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Menjadi sumabangsih pemikiran kepada Polres Bandung dalam upaya 

untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap di Kota 

Bandung. 

 

4. Metode Penelitian 

Mengutip pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian 

adalah suatu kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan, kegiatan analisis 

dan kegiatan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif 

untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk 

mengembangkan prinsip-prinsip umum. Suatu penelitian harus menguji 

kebenaran serta didasarkan pada suatu metode ilmiah. Adapun metode ilmiah 

merupakan suatu langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang diperlukan 

dalam melakukan verifikasi guna menemukan kebenaran ilmiah. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis-Sosiologis. Penelitian 

yuridis-sosiologis bertumpu pada penelitian lapangan atau yang biasa disebut 

field work research dan dilaksanakan pada lingkungan budaya hukum 

masyarakat.8 Pendekatan yuridis-sosiologis yang dilakukan dalam penelitian 

ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang 

terjadi di lapangan.  

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Suber data primer yang digunakan untuk mendukung penelitian ini 

adalah dengan mengkaji pertaturan perundangang-undangan yang 

relevan, antara lain: 

1) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 

2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak. 

 
8 Hajar, M.. Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. Yogyakarta, 2017 Kalimedia, 
hlm. 18.   
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3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak. 

4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 

Selain itu, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara 

terhadap pejabat terkait di Polres Bandung, yang di antaranya: 

1) Ibu Tuti, selaku Kepala Unit pelayanan perempuan dan anak 

(PPA) Polrestabes Kota Bandung. 

2) Ibu Kania, selaku Staff penyidik unit pelayanan perempuan 

dan anak (PPA) Polrestabes Kota Bandung. 

2) Sumber data skunder yang digunakan untuk mendukung penelitian ini 

adalah dengan mengkaji bacaan-bacaan yang relevan terkait penelitian 

ini, seperti: 

1) Dokumen-dokumen resmi. 

2) Buku. 

3) Jurnal. 

4) Media elektronik. 

3. Sumber data tersier yang digunakan untuk mendukung penelitian ini 

adalah dengan mengkaji kamus hukum dan enskiklopedia. 

5. Sitematika Penulisan 

Skripsi ini akan disusun dalam susunan sebagai berikut: 

BAB I  

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam 

mengerjakan penelitian ini. 

BAB II 

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, yang di antaranya 

memuat: tugas dan fungsi kepolisian Republik Indonesia, tinjauan umum 
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mengenai anak, dan tinjauan umum mengenai tindak pidana kekerasan 

terhadap anak 

BAB III 

Dalam bab ini menguraikan tentang mekanisme mengenai penanggulangan 

tindak pidana kekerasan, baik secara represif dan preventif. 

BAB IV 

Dalam bab ini menguraikan tentang jawaban dari rumusan masalah yang ada 

dalam penelitian ini yaitu terkait tentang upaya upaya konkret Kepolisian 

Resor Kota Bandung dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan 

terhadap anak di kota Bandung, dan faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Bandung. 

BAB V 

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian. 
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